KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ROSJIDAH RAHMAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK 149372
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.105.765.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 406 m2/406 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 159.964.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/122 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 302.801.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 907 m2/907 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/90 m2 di KAB / KOTA
GRESIK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 343.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

3. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

4. MOTOR, YAMAHA ZEBER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
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5. MOBIL, ISUZU D-MAX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

120.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.335.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 809.291.202
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 4.450.556.202
[ll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.450.556.202
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JOHANA ROSMALIA
2. Jabatan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3. NHK 985080
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000
1. MOBIL, SUZUKI YV4 1,2RHD (4X2) M/T Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX (4X2) MT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =2

D. SURAT BERHARGA Rp. ——-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 13.129.267

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 368.129.267

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 368.129.267
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NURBALIAN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 203088
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 415.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Bangunan Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 215.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.500.000
1. MOTOR, KIHOZNI4LO AT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000
2.  MOBIL, HONDA ALL NEW BRIO RS CVT Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 10.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.917.489

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 708.917.489

lll. HUTANG Rp. 149.044.156

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 559.873.333
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TUKIMIN
2. Jabatan : PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 206498
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.490.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 692 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , WARISAN Rp. 760.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

5. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 2.500.000

3. MOTOR, NMAX NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

17.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 390.864.979
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.056.364.979

I1l. HUTANG Rp. 122.342.813

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.934.022.166
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SYAHRUN
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 735529
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.500.000
1. MOBIL, FORD FIESTA MOPEN/MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2S6/SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2PK/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.314.560
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 380.114.560
lll. HUTANG Rp. 380.022.004
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 92.556
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ERLINA AGUSTA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK . 760577
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.825.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 207.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.456.448
F. HARTA LAINNYA Rp. 950.000.000
Sub Total Rp. 3.066.706.448
. HUTANG Rp. 100.993.970
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.965.712.478
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2024

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SITIRAHAYU
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK . 853097
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 199.728.000
2. Tanah Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 149.640.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA GMMFJJ Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
4.  MOBIL, MITSHUBISI PU L300 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
5. MOBIL, SUZUKI CARRY AEV415 CX TYPE 2 (4X2) Tahun 2022,

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

799.368.000

275.000.000

25.150.002
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 156.478.215

F. HARTA LAINNYA Rp. —

Sub Total Rp. 1.255.996.217

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.255.996.217
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : YUSMANSYAH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 858051
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 156.500.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
2.  MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HADIAH Rp. 2.500.000

3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

147.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.413.012
F. HARTA LAINNYA Rp. --=
Sub Total Rp. 730.163.012
. HUTANG Rp. 156.820.701
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 573.342.311
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANY ANGGRAINI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK . 867385
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 263.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

3.  MOBIL, KIA SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 827.021.709

F. HARTA LAINNYA Rp. 489.000.000

Sub Total Rp. 2.547.521.709

. HUTANG Rp. 331.201.517

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.216.320.192
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
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Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DAHLIA HANUM MANGGIASIH
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 1005997
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 390.000.000

1. MOBIL, MITSUBHISI JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

390.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ==
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 1.193.000.000
. HUTANG Rp. 250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 943.000.000
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



